
NOMOR : SP DIPA- 115.01.2.418149/2022

TAHUN ANGGARAN 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0250-1759-9993-0481

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6   Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 03

Tanggal : 03 November 2022

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(01): Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

(09): RIAU

: (418149) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 2.895.966.000  (  DUA MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

2.895.966.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   PEKANBARU 2.895.966.000(008)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

ISA RACHMATARWATA

JAKARTA, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN

Satker (418149)  SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK:

DS:0250-1759-9993-0481

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 2.073.249.000

CQ.5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Rp. 30.145.000

CQ.6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Rp. 850.358.000

CQ.6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu Rp. 542.420.000

CQ.6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc Rp. 650.326.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 822.717.000

WA.5156 Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Rp. 822.717.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2022

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (418149):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(09)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022
DS:0250-1759-9993-0481

115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2.073.249.000Program :

01 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri

1.

02 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi2.

03 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting3.

04 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi4.

05 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi5.

06 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa)
yang tepat waktu

6.

07 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan7.

Kegiatan 5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu
Ad-hoc

30.145.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya 1,00 6.390.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BAH.002 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses Bawaslu Kabupaten/Kota

1.00 layanan 6.390.000

:

:

layanan

5245.BKC Pemantauan lembaga 6,00 23.755.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BKC.002 Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota 6.00 laporan 23.755.000

:

:

laporan

01 Jumlah Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran serta dokumen peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang tersusun1.

Kegiatan 6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 850.358.000:

:

6661.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2,00 842.078.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QDB.003 Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu
Ad-Hoc

1.00 Lembaga 135.755.000(PN)

02 QDB.006 Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu

1.00 Lembaga 706.323.000(PN)

:

:

Lembaga



TAHUN ANGGARAN 2022

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (418149):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(09)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022
DS:0250-1759-9993-0481

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Kabupaten/Kota 1.00 Lembaga

Lembaga

6661.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,00 8.280.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 UAB.001 Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu 1.00 Sistem Informasi 8.280.000(PN)

:

:

Sistem Informasi

01 Jumlah Laporan Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang diselenggarakan1.

Kegiatan 6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu 542.420.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6662.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1,00 542.420.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QDB.003 Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di
Bawaslu Kabupaten/Kota

1.00 Lembaga 542.420.000(PN)

:

:

Lembaga

01 Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh lembaga ad hoc yang telah tersusun1.

Kegiatan 6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc 650.326.000:

:

6838.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 1,00 650.326.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QIC.004 Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan 1.00 650.326.000(PN)

:

:

Lembaga

115.01.WA Program Dukungan Manajemen 822.717.000Program :

Kegiatan 5156 Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 822.717.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2022

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (418149):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(09)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022
DS:0250-1759-9993-0481

5156.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 5,00 777.990.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.956 Layanan BMN 1.00 Layanan 2.723.000

02 EBA.957 Layanan Hukum 1.00 Layanan 3.929.000

03 EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 1.00 Layanan 15.740.000

04 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 2.871.000

05 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 752.727.000

:

:

Layanan

5156.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1,00 3.065.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.00 Orang 3.065.000

:

:

Orang

5156.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 9,00 41.662.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen 5.048.000

02 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen 4.038.000

03 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen 22.572.000

04 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 5.00 Dokumen 6.050.000

05 EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1.00 Dokumen 3.954.000

:

:

Dokumen

Gunawan Suswantoro
NIP 196606301993031001

JAKARTA, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2022

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (418149):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(09)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022
DS:0250-1759-9993-0481

1. Anggaran Tahun 2022

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.895.966.000

2.895.966.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022

TAHUN ANGGARAN 2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (418149): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(09)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0250-1759-9993-0481

418149 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK 310.294 2.579.172 6.500 - - 2.895.966

115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi - 2.066.749 6.500 - - 2.073.249

5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

- 30.145 - - - 30.145

5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya - 6.390 - - - 6.390 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 6.390- 0086.390 -RM01

5245.BKC Pemantauan lembaga - 23.755 - - - 23.755 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 23.755- 00823.755 -RM01

6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu

- 843.858 6.500 - - 850.358

6661.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 842.078 - - - 842.078 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 842.078- 008842.078 -RM01



NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022

TAHUN ANGGARAN 2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (418149): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(09)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0250-1759-9993-0481

6661.UAB Sistem Informasi Pemerintahan - 1.780 6.500 - - 8.280 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-6.500 8.280- 0081.780 -RM01

6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu - 542.420 - - - 542.420

6662.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 542.420 - - - 542.420 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 542.420- 008542.420 -RM01

6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc - 650.326 - - - 650.326

6838.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - 650.326 - - - 650.326 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 650.326- 008650.326 -RM01

115.01.WA Program Dukungan Manajemen 310.294 512.423 - - - 822.717

5156 Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 310.294 512.423 - - - 822.717



NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022

TAHUN ANGGARAN 2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (418149): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(09)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0250-1759-9993-0481

5156.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 310.294 467.696 - - - 777.990 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 777.990310.294 008467.696 -RM01

5156.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 3.065 - - - 3.065 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 3.065- 0083.065 -RM01

5156.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 41.662 - - - 41.662 09 09.

(09.09  RIAU / KAB. SIAK)

-- 41.662- 00841.662 -RM01

JUMLAH 310.294 2.579.172 6.500 - - 2.895.966

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

Gunawan Suswantoro

ttd.

NIP 196606301993031001

JAKARTA, 17 November 2021



TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

(09)

Unit Organisasi

(418149)

Kementerian Negara/Lembaga

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum(01)

Kode/Nama Satker

(115)

:

:

RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0250-1759-9993-0481
NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022

4181491. SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN SIAK

652.85600 746.2840 2.895.9660 3.025 669.39900 824.4020RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 0 310.2940 0 0 0 0 0 0 77.451 77.451 77.451 77.941

BELANJA BARANG 0 2.579.1720 0 0 0 0 0 3.025 575.405 588.698 746.951 665.093

BELANJA MODAL 0 6.5000 0 0 0 0 0 0 0 3.250 0 3.250

115.01.CQ.5245 Teknis Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota serta Lembaga
Pengawas Pemilu Ad-hoc

0 7.98387587520.4120000000 30.145

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 30.1450 0 0 0 0 0 0 20.412 875 875 7.983

115.01.CQ.6661 Perencanaan, Program Dan
Anggaran Serta Penyusunan
Peraturan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu

0 198.688202.067234.301215.3020000000 850.358

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 843.8580 0 0 0 0 0 0 215.302 231.051 202.067 195.438

53 BELANJA MODAL 0 6.5000 0 0 0 0 0 0 0 3.250 0 3.250

115.01.CQ.6662 Pengawasan Pendaftaran Dan
Verifikasi Peserta Pemilu

0 172.292177.992106.02886.1070000000 542.420

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 542.4200 0 0 0 0 0 0 86.107 106.028 177.992 172.292

115.01.CQ.6838 Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc

0 144.241247.950130.950127.1850000000 650.326

52 BELANJA BARANG DAN 0 650.3260 0 0 0 0 0 0 127.185 130.950 247.950 144.241



TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

(09)

Unit Organisasi

(418149)

Kementerian Negara/Lembaga

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum(01)

Kode/Nama Satker

(115)

:

:

RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0250-1759-9993-0481
NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022

BARANG

115.01.WA.5156 Dukungan Manajemen Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

0 223.080195.517197.245203.8503.025000000 822.717

51 BELANJA PEGAWAI 0 310.2940 0 0 0 0 0 0 77.451 77.451 77.451 77.941

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 512.4230 0 0 0 0 0 3.025 126.399 119.794 118.066 145.139

Gunawan Suswantoro
NIP 196606301993031001

JAKARTA, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

RIAU

[418149]

[09]

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK:

[115]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2022
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022
DS:0250-1759-9993-0481

Halaman : IV.A. 1

JAKARTA, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

Gunawan Suswantoro
NIP 196606301993031001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

RIAU

[418149]

[09]

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK:

[115]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2022
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022
DS:0250-1759-9993-0481

Halaman : IV.B. 1

418149 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK

115.01.WA Program Dukungan Manajemen

5156 Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 28.395

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 12

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 1.933

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 519

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 2.940

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 4.909

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 1.992

511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 159.615

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 76.177

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 316.314

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 570

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 28.630

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi
COVID-19

5156.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 677.689

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 20.940

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 34.743

115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

521211 Belanja Bahan

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.839

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 27.287

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 11.050

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 2.050

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 2.050

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 400

522141 Belanja Sewa

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.980

522151 Belanja Jasa Profesi

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 3.600

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.800

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 5.600

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 3.600

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 3.600

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

* Tambahan BA.BUN Tahap 1 Rp. 55.706

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.500

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 6.000

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 3.000

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 6.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

6661.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Rp. 346.537



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

RIAU

[418149]

[09]

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK:

[115]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2022
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.418149/2022
DS:0250-1759-9993-0481

Halaman : IV.B. 2

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 22.795

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 73.800

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 58.560

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 31.525

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 22.795

521211 Belanja Bahan

*  tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.780

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*  tambahan BA BUN tahap I Rp. 6.500

6661.UAB Sistem Informasi Pemerintahan Rp. 8.280

6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu

521211 Belanja Bahan

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.600

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.630

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 1.630

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 2.760

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 82.500

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 3.000

522141 Belanja Sewa

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 23.040

522151 Belanja Jasa Profesi

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 3.800

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 3.800

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 4.600

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 7.200

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 166.055

6662.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Rp. 501.020

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 54.950

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 7.200

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 29.585

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 29.585

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 29.585

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 48.500

6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

* tambahan BA Bun sama nilainya dengan RAB Tambahan I dan II Rp. 168.000

* tambahan BA BUN tahap II Rp. 275.800

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 7.000

521211 Belanja Bahan

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 30.826

522111 Belanja Langganan Listrik

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 14.000

522112 Belanja Langganan Telepon

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 5.600

522113 Belanja Langganan Air

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 5.600

522141 Belanja Sewa

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 112.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

* tambahan BA BUN tahap I Rp. 31.500

6838.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Rp. 650.326

JAKARTA, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

Gunawan Suswantoro
NIP 196606301993031001

ttd.


